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1. U11d1111g-Undung Nornor 7 Tnhun 2001 tentang 
Pemh,·111111<1111 l,0111 Luhuklingg1-1.u (LernbRran Negara 
l~c·p11hlik l11do11c•Hin Tnhun 1.001 Nomor 87, Taml>ahan 
Lenilmrnn Negurn l{Ppuhlik l11donc1:1iH Nomor 41 14); 

2. Und1111K-Und1111K Nornor 25 Tnhun 200Q t~ntA.ng 
Pcllwu11u111'ul>lik (Leml>nrn.n Ncgnra Rcpublik Indonesia 
Tuhun :.!0()4) Nornor 112, THmb11hun Lembnrt1.n Negara 
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Menetapkan 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

6 . Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses 
Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 
tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 163); 

9. Peraturan Gubemur Nomor 25 Tahun 2019 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah 
(Berita Daerah Provinsi Sumatera selatan tahun 2019 
nomor 25); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENYUSUNAN PETA 
PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian dan Singkatan 

I 



Pasal l 

Oalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang aparatur negara. 

2. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

4. Walt Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau. 

5. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Oaerah Kota 
Lu buklinggau. 

6. Instansi Pemerintah Kota adalah perangkat daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dan/ atau 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau. 

7. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input 
menjadi output. 

8. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan 
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit 
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan 
tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran 
yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan 

9. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah Bagi.an 
Organisasi Sekretariat Derah Kota Lubuklinggau. 

Bagi.an Kedua 

Maksud, Tujuan, dan Manfaat 

Pasal 2 

( 1) Maksud penyusunan Peta Proses Bisnis instansi 
pemerintah adalah sebagai acuan bagi instansi 
pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota guna 
melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. 

(2) Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis instansi 
pemerintah, yaitu agar instansi pemerintah: 

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif 
dan efisien; 

b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal 
maupun ekstemal mengenai proses bisnis yang 
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan 

c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan 
mendokumentasikan secara rinci mengenai proses 
bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan 
tujuan, dimana aset pengetahuan ini menjadi dasar 



pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan 
organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian 
kinerja. 

(3) Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis instansi 
pemerintah, yaitu agar instansi pemerintah: 

a . mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam 
pelaksanaan suatu proses sehingga solusi 
penyempumaan proses lebih terarah; dan 

b . memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga 
memudahkan dalam mengendalikan dan 
mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan . 

BAB II 

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH 
KOTA 

Pasal 3 

Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah 
merupakan acuan bagi instansi pemerintah di lingkungan 
Pemerintah Kota untuk menggambarkan hubungan kerja yang 
efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan 
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar 
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku 
kepentingan. 

Pasal 4 

(I) Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di lingkungan 
Pemerintah Kota. 

(2) Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis instansi 
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi 
seluruh kegiatan pada instansi pemerintah di lingkungan 
Pemerintah Kota sesuai dengan rencana strategis dan 
rencana kerja organisasi. 

Pasal 5 

( 1) Hasil penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah 
pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah 
dilaporkan kepada Wah Kota c .q. Sekretaris Daerah 
melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota 
Lu buklinggau. 

(2) ~ta Proses Bisnis instansi pemerintah sebagaimana 
d1ma.ksud pada ayat ( 1), juga dilaporkan kepada Menteri . 

J 



Pasal 6 

(1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah Kota Lubuklinggau dapat melakukan pembinaan, 
monitoring, dan/atau evaluasi kepada instansi 
pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau 
terkait penyusunan Peta Proses Bisnis instansi 
pemerin tah. 

(2) Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim evaluasi yang 
paling sedikit terdiri atas unsur pengawasan, 
perencanaan, dan aparatur. 

(3) Evaluasi terhadap penyusunan Peta Proses Bisnis instansi 
pemerintah dilakukan secara berkelanjutan. 

Pasal 7 

Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 8 

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Peta Proses Bisnis 
instansi pemerintah, selain mempedomani ketentuan yang 
diatur dalam Pera tu ran W ali Kota m1 juga tetap 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan 
lain yang terkait 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal9 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peta Proses 
Bisnis instansi pemerintah yang telah disusun dinyatakan 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
W ali Kota ini. 



BAB VIII 

J<E:'l'ENTUAN PENUTUP 

PasaJ 10 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggaJ 
ctiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalarn Serita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 

pada tanggai \.3 Mi, U'JlO 

WALJ KOT LUBUKLINGGAU, 
I 
I 

I 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 

Diundangkan di Lubuklinggau 

pada tan~ I~ Plt, JDW 

SEKRETARJS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

-

SANI 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR 18 

. . . 
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LAMP1PA~ 
PERAT-r..1RAN WAJ_,l KOT·A LUBUKLJNGGAU 
f'l (J M(J~ (i TAH UN 2020 

'fEJJ'f A! G 
P£J{Yl;S f.JJ\JAl'w PETA PROSES BJSNJS 

JNSTANSI PEMERJNTAH 

PEtfYUSU AN P£iA PPOSES BJSNIS INSTANSI PEMERJNTAH 

J. 1, Let.ar Bf:J.aJ,..ang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

P~fr11 rnaBi birokrasi merupakan pri.oritas utama pelaksanaan 
,xnihar,gunhn nasir,naJ yang bertujuan untuk melakukan perubahan 
flJllt~a.tik (J4n tf;-rP.ncana rner1uju tatanan administrasi pemerintahan yang 
J~~nh bd1k. P.F:forma.si b-j rokra.si bf:rtujuan untuk menjadikan aparatur sipil 
nr.gara yan.g l!!bih profF!aion.aJ, efektif, efisien, dan a.kuntabel da)am rangka. 
mewujudv..an Ulta pemerinta_h.an yang bail<. 

P~f,Jrrnasi mrokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan 
r,iatr,Tnb tili untu k mengubah struktur, sistem , dan nilai-nilai dalarn 
pe"m~rint.ahan menjadi Jebih baik dari sebeJumnya. Efektivitas dan efisiensi 
birokr~i fkingat t.erJ.-~t dengan proses bisnis yang digunakan o)eh 
rnrr.,kra.Hi <J~la.m menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang 
r,err)(:Jit -bl:Jit <Jan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit 
organjsai,i yang lain akan mernbuat organisasi menjadi lambat untuk 
t->evJ:rja , r;Jeh karena itu , aetiap unit organisasi memerlukan Peta Proses 
Bi,;ni& yang mampu rnenggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh 
org.ani~tsi daJ.am mencapai visi, mis i, dan tujuan organisasi. 

Peta fJroaes Bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang 
mengumpuJkan 8l~Juruh inforrnasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau 
data bWJe organjsas i. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan 
untuk m,!Jiha tkan seluruh eJemen organisasi dalam penyusunan Peta 
Prr1r;en Bi ,;nia untuk memaHtikan akurasi dan kelengkapan dari proses 
biAnin yang digambarkan Besuai dengan rencana strategis organisasi. 

1 .2, Mljks ud, Tujuan, dan Manfaat 

P~raturan WaJi Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap 
in1tansi pemerintah untuk menyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan 
instanPti p,:rncrintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi 

, . 
o rgan1M 81. 

7 . . ' 



Sedangkan tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis agar setiap 
instansi pemeri11tah: 

a . Mampu melaksa11akan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; 

b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun 
ekste1~al mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, 
misi, dan tujuan; dan 

c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan 
me11dokumentasil<an secara rinci mengenai proses bisnis yang 
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, dimana aset 
pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis 
terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta 
pe11ilaian kinerja. 

Adapun manfaat dari Peta Proses Bisnis adalah: 

a . Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu 
proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan 

b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam 
- mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan . 

1.3. Ruang Lingkup 

Penyusunan Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi 
pemerintah. Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis ini meliputi 
seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan 
dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi. 

. . . . 
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BAB II 

PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS 

Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memenuhi beberapa 
sebagai berikut: 

• • pr1ns1p 

1. Definitif, yakni suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta 
keluaran yang jelas; 

2 . Urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang 

berurutan sesuai waktu dan ruang; 

3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil 
dari proses lintas unit organisasi; 

4 . Nilai tambah, yakni transfo1·111asi yang terjadi dalam proses harus 
memberikan nilai tambah pada penerima; 

5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait 
dalam suatu struktur organisasi; 

6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa 
fungsi dalam satu organisasi; 

7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa 
terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan 

8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada 
dalam ruang lingkup instansi pemerintah. 

9 . . 
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BAB 111 

TAHAPAN PENYUSUN,.\N 

Pen)7.lSUn.an Peta Proses Bisnis di lingkungan instansi pemerintah 
dilakukan melalui 4 (empat) ta.hapan , )·aitu: 

3 .1. Tahap Persiapan dan Perencanaan 

I -angkah a\"\·al pen~-usunan Peta P1 oses Bisnis )·aitu melakukan 
inventarisasi rencana kerja jangka panjang. rencana kerja tahunan, visi , 
misi , tujuan , dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui 
akti,'itas-akti,itas (proses kerja) ~-ang ada dalam instansi pemerintah 
terse but . P1oses kerja / akti\ritas terse but kemudian dikategorikan ke daJam 
kelompok (.fol.der1 kegiatan . Dalam pengelompokkan seluruh aktivitas/ 
proses kerja / kegiatan )·ang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) 
prinsip )·ang perlu diperhatikan~ )·aitu: 

a . Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan 
unit orga.rusasi; 

b. Pengelompokkan didasarkan pada seluruh kegiatan / akti~tas/ proses 
kerja )·ang dilakukan di dalam instansi pemerintah; dan 

c. Pengelompokkan dilakukan secara sederhaoa dan mudah 

diimpelementasikan. 

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan 

inf 01111asi dan pengorganisasian, ) aitu : 

3.1 .1. Pengumpulan Info1·111asi 

Tahap pengumpulan info11nasi terdiri dari infot xxaasi primer dan 
infot n1asi sekunder. Info1·111asi primer adalah infot 111asi ~-ang didapatkan 
melalui proses ,vav.1ancara langsung ke penanggung ja,,·ab proses. Dalam 
proses wawancara dengan penanggung ja\\rab proses, perlu didiskusikan 

mengenai tujuan proses, resiko )·ang melekat pada pelaksanaan proses, 
alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses. 
serta alat ukur )"ang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan 
pencapaian tujuan proses. Infot 111asi sekunder bisa didapatkan melalui 
dokumen rencana strategis, laporan kinerja , tugas, dan fungsi organisasi . 

Beberapa infor111asi yang dibutuhkan sebelum meny'Usun Peta 
Proses Bisnis antara lain info1111asi terkait dengan supplier, input , proses , 

output, dan customer. 

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data 
yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut: 

a. analisis kausal, yaitu telaah hubungan logis antara pemyataan, fakta 

atau data dan infc,r ti1asi yang diperoleh; 

JO 



b. klasifikasi p1·oses, yaittJ merr1ila l1 -111ilal1 d i,t£l/ir1fo1·n,ttMi ttllt l l f,,1, 11, YA tl 

terkumpul sesuai dengan definisi proses inti slau proses pf'ntluk·, 11, M~ 
dan 

c. pemodela11 proses, yaitu pembuatan 1·umt1sa11 1.1t~ tr\ Jl1•ose8 Ujsn ls 

dengan teknik penggambar·an alur baik seca1·a 11·1a 11uc,I r11,1upu11 
menggunakan p1·og1·a1n aplikasi. 

3 . 1 . 2. Pengorganisasian 

Diperlukan tahap pengorganisasian dalan1 mcltlkt1ka 11 
penyusunan Peta Proses Bisnis, antara lain: 

a. seluruh tahapan proses penyusunan Peta P1·0s~s Bis11is insta 11si 

pemerintah dilakukan oleh kelompol<. kerja )'ang te1·i11tegre8i da lE1rr1 t1rr1 
refo1·111asi bi1·okrasi inte1-nal; dan 

b. secara struktural dan fungsional tugas penyusunan Peta Pt·oscs 8 1sni8 
instansi pemerintah dilakul<an oleh unit organisasi ya ng mena 11gani 
urusan di bidang tata lal<sana. 

~ A 3.2. Tahap Pengembangan 

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan Peta Proses Bisnis 
organisasi atau business process mapping. Untuk dapat memba 11gun 
pemetaan proses bisnis organisasi yang 1·epresent,atif, maka diperlul<an 
pengetahuan dan pemahaman mengenai proses ya11g akan dipeta l<an. 

Demi memudahkan penggambaran Peta P1·oses Bisnis, maka Peta 
Proses Bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau ti11gkata11 (level 
0, level 1, level 2, dan selanju tnya) a tau jenis gambar peta yaitu peta 
proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi. 

3.2.1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan 

Peta Proses Bisnis instansi pemerintah merupakru1 1<.ese lut·uhan 
rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai 
visi, misi, dan tujuan. Penyusunan Peta Proses Bisnis dimulai dari visi , 
misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses 
bisnis untuk mencapainya. Masing-masing Peta Proses Bisnis yang 
teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peta Proses 
Bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang Jogis 
dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level Peta Proses Bisnis sangat 
tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. 

Tahapan untuk penyusunan Peta Proses Bisnis di dalam instansi 
pemerintah adalah sebagai berikut: 

a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan 
berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan; 

b. mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan 
analisis visi, misi, serta tujuan. 

c. setiap fungsi yang telah diidentifikasi se1anju tnya dijabarka11 menjadi 
beberapa proses bisnis untuk mendt1kung pelaksanaan fungsi tersebut. 

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas 
satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan bet;kut ini: 
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Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan 

Peta Proses Bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan 
tingkatannya dimulai dari Peta Proses Bisnis level 0, level 1, sampai 
dengan Peta Proses Bisnis level ken, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Level 0 
Merupakan Peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis 
instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis 
manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta Proses Bisnis level 0 
merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin 
dicapai. Di daJam menentukan Peta Proses Bisnis level 0, mengacu 
kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan 
fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang 
menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku 

kepentingan. 

1) Proses Inti 

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai 
utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna 
ekstemal dan internal instansi pemerintah; 

b) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi 
pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; 

dan 

c) memberikan respon langsung terhadap pe1·1nintaan dan 
memenuhi kebutuhan pengguna. 



\ 

2) Proses Pendukung 

Proses pendukung adalah proses untuk menge)ola operasional dari 
suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. 
Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan 

b) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti. 

3) Proses Lainnya 

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung 
dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi 
pemangku kepentingan ekstemal. Proses lainnya memiliki kriteria 
yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal. 
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Garnbar 2 

Contoh Peta Proses Bisnis Level 0 

Merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0. Pada 
level ini digarnbarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing 
proses di level 0. Level 1 menggambarkan Peta Proses Bisnis yang 
dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses 
dengan proses 1ainnya. 

1• ~ r .. 

Proses S.1 Proses 5.2 Proses S.3 



Garnbar 3 

Contoh Peta Proses Bisnis Level 1 

c. Level Selanjutnya (Level n) 

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-ma~ 
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Contoh Peta Proses Bisnis Level 1 
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3. 2. 2. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Garn bar Peta 

Peta Proses Bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar 
peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta 
lintas fungsi. Tahap- tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses 
di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah 

sebagai berikut: 

a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan 
berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah; 

b. Analisis sasaran strategis dalam rencana sb ategis dan dijabarkan 

menjadi daftar kegiatan; 

c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi 
Peta Proses Bisnis; 

d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses; 

e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas 
fungsi (cross functionaij yang menggambarkan rangkaian kerja suatu 
proses beserta unit organisasi; 

f. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan 
peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai 

g. struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan 



11 . 11,~rtl1\Sl11·k r111 i'l<"to li,,tns fl111gsi (,•,'f>ss :fi,,1ch·o,1n/ ,,101>) Stctr1<IA.r 
t )lltt rtt ~,, )tlt\ I Pr'l)~t-'<i lt r (SOP) cf tt J'la t ti i bttR 1 cle,1gA ,, r·i rl<' ia ,, siapa, 

1nel1\l,\1I"'''' t \flt \, <if"fl~t\Il corf\ b1·1gni1n11r1t1 (n1eto<ie). l,1·ite1·i11 yRng t,arllS 

c Ii ix· r1 t1 t1 i , l i,,,, 111 t 1 t t 1 l>~ \I,\ 1 . 

Pt--1,je'lfl&ltl sr<.·01~,, ritl("i per1)1t1s1111nn P~t'a Proses Bisnis 
lM"r<iASflt·kftn jt'tlis gt1mbAr pett\ adnlah seb•lgRi be1ikt1t : 

A. Pt't A Pt-oses 

1) lde11 tifi kasi peta prost's: 

a) U11tuk ide11tjJikasi peta proses dapat dilnkukan bmi,-isto,1,1ir1g, 

proses pe1·tA111a ) 'llr1g hart1s diident ifiktlsi adalat1 proses inti yang 

be1·ht1bt1ngt111 lA.ngsu11g de11gAn usat1n 01·ganisnsi dalam 
mernentthi pt•1·111i11taan pelanggan (custo,·11c,j atau bert1ubungan 
la11gsung ciengar1 tt1gas pokok dan fungsi utama 01·gru·1isasi; 

b) Scsudal1 ide11tifikasi proses inti berikutnya adalat1 identjfikasi 
p1-oses l)t't1dt1l,t111g )'ang terdi1·i dari pe11dul<L1ng t1tama yang 
mendttl<ung langsung p1·oses i11ti dan pendukung umum yang 
mendukung selu1·uh p1·oses dalam organisasi; 

c) Tahapan be1;kutn),a adala.h identifil,asi proses-proses yang 
be1·l1 u bu ngAr1 de11ga11 pers)1a1·atar1 standar ya11g diadopsi; dan 

d) Tahapan terakl1ir adalah memasukkan proses yang 
berl1ubu11gan dengan st.Jc1tegi yang akan memicu seluruh 
operasional organisasi dalam menjalankan visi dan misinya. 

2) Ident_ifikasi pemilil, p1·oses, pemilil, proses ya.ng dimaksud adalah 
unit organisasi )'Ang terlibat di dalamnya; 

3) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-lnput-Process-Output­
Custo,ner (SiPoc); dan 

4) Finalisasi pet a p1·oses. 
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Contoh Prinsip SiPoc dalam Peta Proses 
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Gambar 6 

Contoh Peta Proses Bisnis 

b. Peta Subproses 

1) Identifikasi peta subproses: 

1t6i-,i. ' 
., li1f · 

• 
I 

' 
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a) Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan 
brainsto1111ing, proses pertama yang harus diidentiftkasi adalah 
turunan atau proses 1ebih teknis dari proses inti kemudian 
proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan 

b) Lakukan fmalisasi untuk memastikan se1uruh aktivitas 
pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam indentiftkasi 
sub business process, apabila ada pekerjaan yang dilakukan 
tetapi tidak tercantum maka revisi dan 1engkapi subproses yang 
sudah dilakukan sebelumnya. 

2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud 
adalah unit organisasi yang terlibat didalamnya; dan 

3) Garnbar peta subproses dengan prinsip Supplier-Jnput-Ptocess­
Ou.tput-Customer (SiPoC); dan 

4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses­
proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses 
sebe]umnya. 
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Contoh Prinsip SiPoc dalarn Peta Subproses 
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Gamber 8 
Contoh Peta Subproses Bisnis 

c. ~ta Rela.si 

Peta r·elasi (relatio11s11ip ,nap) adalah peta yang menggambarkan dan 
menun_jukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap 
proses ~1ang te1·ga111ba1·ka11 pada Peta Proses Bisnis. Peta relasi ini 
penting u11tuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam 
tnengerjakan suatu proses sehi11gga tercapai output yang ditentukan. 

1) Berdasarka11 peta proses yang didapatkan pada bagian awal 
maka untuk 1nembuat peta 1·elasi, dapat dibuat dengan 
memasukkan narna-nama unit organisasi yang terlibat di dalam 
setiap proses dan su bproses; 

2) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi 
yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses; 

3) Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan 
memberikan masukan dan mengubah pet.a proses dan peta 
subproses )7ang telah dibuat sebelumnya; dan 

4) Lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan Satuan Kerja 
(Satker) ~,ang terlibat dalam setiap prosesnya. 

. 

rE·rA RELASI 1Ns·r.L,Ns1 PEMER1N-r'AJ-t 
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Contoh Penggambaran Peta Relasi 
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d . Peta Lintas Fungsi 

Peta lintas fungsi (cross functional map) adalah peta 
menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang 
berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. 

Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi : 

yang 

saling 

1) Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris 
untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses . 
Baris ini juga dapat merepresentasikan peran/ roles, contohnya 

se bagai beriku t: 

._ __________________________________ , __ , ___ _ 

2) Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak 
yang berinteraksi langsung (baik internal maupun esktemal) untuk 
posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang 
memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut, contohnya 

sebagai berikut: 

s.e_.,.n 
- - - - - - - - - - - - --

E.se4on II 

- - - - -- - - - - - - - --
unn T~knls 

3) Identiflkasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari 
masing-masing pihak dalarn unit organisasi kemudian tuliskan 
pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan 
mengacu pada peta hubungan (relationship map) , contohnya 

se bagai beriku t: 

~ •Jen 

-- - ----------
Esero-n ti 

- - - --------- -
Ulltt T•kn,1 

4) Lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang 
dalam peta sarnpai proses telah digambarkan secara tepat dan 
disepakati oleh setiap satker terkait, contohnya sebagai berikut: 

S.k1en D D 
-- ------ - -- - --

Eseton 11 D D D 
-- ------- - --- -

Untt Teknis D 

5) Seri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk 
melengkapi peta, contohnya sebagai berikut: 

18 . . . 



Eselon II [ I 
--- - ----------

Unrt Teknis 

Adapun contoh penggambaran peta lintas fungsi (cross functional 
map), adalah se bagai beriku t: 
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Gambar 10 
Contoh Penggarnbaran Peta Jjntas Fungsi 

3.3. Penerapan/lmplementasi 

Penerapan Peta Proses Bisnis dikendalikan oleh unit organisasi 
yang secara fungsional membidangi tata laksana. Penerapan Peta Proses 
Bisnis melipu ti: 

a. Pengesahan Peta Proses Bisnis 

1) Peta Proses Bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan 
sebelum diterbitkan; dan 

2) Menetapkan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah sebagai hasil 
penyusunan Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan (SK). 

b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis 

1) Pendistribusian Peta Proses Bisnis dilakukan melalui hardcopy dan 
so.ftcopy; dan 

2) Unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set Peta Proses 
Bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan 

• • organ1sas1. 

c. Penyimpanan, Penempatan, dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis 



1) Sem\Jf\ t111it orga11ir1asi me,,rmpatkan Peta Pr·oses Bisnis pada area 
kerjfl yang mudf\h tiil1hat, clicRri, dan dib0c0 oleh pe11gguna ; dan 

2) Bila t<'" rjodi JJert1bE,t1a11 Petft 1:11-oses Bisnis, unit organisasi 
pengendt1li wajib 1nena1·ik Peta Proses Bisnis ya11g tidak berlaku 
dan metnkl1 knn 11p<late c.lengan dokt1men yang terbaru . 

d. Pe1·ubal1a11 Peta Pr·oses Bisnis 

1) Pe1·t1baha11 Peta Proses Bisnis or·ganisasi dapat dilakukan karena 
terjadi11ya pe1·u bahan aral1 strategis insta11si pemerintah (visi, misi, 
dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan 
tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan 

i11stansi pemerintah; 

2) Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari 
masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik; 

3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis; 

4) Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit 

organisasi; dan 

5) Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Peta 

Proses Bisnis. 

3.4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi 

Dokumen Peta Proses Bisnis merupakan Peta Proses Bisnis 
dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan ef ektivitasnya. 
Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh unit 
organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan 

paling sedil<lt l (satu) tahun sekali. 

Evaluasi atas Peta Proses Bisnis yang telah diimplementasikan 
menjadi dasar perbaikan dan peningkatan Peta Proses Bisnis instansi 
pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses 
bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan. 

Hasil evaluasi atas Peta Proses Bisnis di lingkungan instansi 
masing-masing dilaporkan kepada Wali Kota Lubuklinggau c.q. Sekretaris 
Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau 
dan diteruskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refo1111asi Birokrasi Repu blik Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan . 

• 
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BAB IV 

PENUTUP 

Pen)-usunan Pet.a Proses Bisn1s merupakan bagian dari penataan tat.a 
la.ksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, 
proses., dan prosedur kerja y·ang jelas, efektif, efisien dan terukur pada m.asing-

masing instansi pcmerintah . 

Pen~-u su nan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya 
pelaksanaan refc,r rnasi biroki asi di instansi pemerinta.h. 

Oleh karena itu, peny-usunan peta ini menjadi acuan bagi instansi 
pem erintah untuk melakukan peny-usunan peta proses bisnis di lingkungan 

• • 

rna$Ulg- masmg. 

WALi K LUBUKI,INGGAU, 

' 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 
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